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BUPATIMALANG 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR3Y TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 

BUPATI MALANG, 

-, "'°11 SGS 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 48 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah I<abupaten Malang 

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan 

penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan 

neraca Pemerintah Dae rah, pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republil{ Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



.1 • 

u 

u 

2 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), 

sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

D:IH.vmm'lurmm\Produk Huwn\PatdcLIDPl'KAIJ'cailaualPcd<nnan Pmiwm DMD.doc 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 

12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 

Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 

tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 

tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 

18. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga 

Listrik, dan Menteri Keuangan Nomor: 211 / KPTS / 197 4 dan 

Nomor: KEP-1189 /MK/IV /8/ 1974 tentang Pelaksanaan 

Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan 

Menteri Keuangan Nomor: 44/KPTS/1984 dan 

Nomor: 215/KMK.01/1984; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 

D:111.vm&nlhlnnm\Proclul< llul.um\Patdclll)PPKAll'cnilliln\Pedoman .Pffliwm lll'.U>.do< 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/0), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/E), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 4 Seri E); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN 

HARANG MILIK DAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 
2. Bupati adalah Bupati Malang. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Malang. 

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Kabupaten Malang yang selanjutnya disingkat DPPKA selaku 

Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah 

selaku Pengguna Barang Milik Daerah. 

6. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pengguna Barang Milik 

Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 

D:lfhmwl'lmman\Prodult Hlwml\P=dcklDPPKAIPalllabnlJ>cclom.an Penilalan DMD.doc 
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7. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan 

Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk 

menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya. 

8. Pengurus Barang Millik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil 

yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah 

dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD. 

9. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD tertentu selaku kuasa 

pengguna barang. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Malang. 

11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 

12. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian 

yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif 

dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu 

untuk memperoleh nilai barang milik daerah. 

13. Tim Penilai adalah Tim Internal yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati untuk melakukan penilaian secara 

independen. 

14. Standarisasi Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH 

adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, 

spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 

15. Biaya Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang 

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan 

untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat 

perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam 

kondisi siap untuk dipergunakan. 

16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 

adalah Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah yang ditetapkan 

oleh pejabat yang berwenang. 

17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah harga berdasarkan 

tabel nilai jual menurut jenis, tipe tahun yang diterbitkan 

melalui Keputusan Gubernur. 

18. Nilai Wajar adalah nilai tukar barang yang diperoleh dari 

adanya transaksi yang terjadi secara wajar. 

D:lllannm',bmmnll'luclul< Hullunll'mddlJ>PPI.A\l'cnlwan\l',:dQ111111 l'miWD DMD.doc 
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BABII 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa12 

(1) Maksud dilaksanakan penilaian barang milik daerah: 
a. memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan; 
b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang; 
c. meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan 
d. memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai. 

(2) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka 
penyusunan neraca daerah, pemanfaatan dan 
pemindahtanganan. 

BAB Ill 
PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 

Pasal 3 

(1) Penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan 
neraca Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mengetahui 
nilai perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehannya 
dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). 

(2) Penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan 
dan/ atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim Penilai 
Internal yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan 
Penilai Independen bersertifikat di bidang penilaian aset. 

(3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan 
estimasi menggunakan NJOP dan harga pasaran umum. 

Pasa14 

(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) berlaku untuk penilaian barang milik daerah, 
khusus barang milik daerah yang perolehannya sebelum 
tahun 2007 atau tidak diketahui tahun perolehannya dan 
bemilai: 
a. Rp 1,00 (satu rupiah); 
b. Rp 0,00 (nol rupiah); dan/atau 
c. tidak wajar. 

(2) Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja selaku Pengguna 
Barang/ Kuasa Pengguna Barang melakukan penilaian 
barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
pengguna dan/ atau kuasa pengguna. 

D:llf.lnn>n'llmlun\J'loduk Humn\Pmdd'llPl'KA\Pcnilmn\Pcdcman Pcnilalm D~ID.do.: 
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(3) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dibuatkan Berita Acara Penilaian 

Barang Milik Daerah dengan format sebagaimana tercantum 

dalam La.mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

PasalS 

( 1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. prosedur penilaian tanah: 

1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tanah dan 

dokumen perolehan beserta nilainya, serta mengisi 

formulir pendukung penilaian tanah; 

2. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen perolehan 

dan/ atau formulir pendukung penilaian atas aset 

tanah terse but; 

3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka 

pengurus barang akan menilai aset tanah dengan biaya 

perolehan; 

4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka 

pengurus barang mencari NJOP atas aset tanah 

tersebut pada tahun penilaian dibuktikan dengan surat 

keterangan NJOP yang diterbitkan oleh Desa/ 

Kelurahan dimana lokasi aset tanah tersebut berada; 

5. apabila NJOP atas aset tanah tersebut ada, maka 

pengurus barang akan menilai aset tanah dengan 

NJOP pada tahun penilaian; 

6. apabila NJOP atas aset tanah tersebut tidak ada, maka 

pengurus barang akan menilai aset tanah dengan 

menggunakan NJOP tanah yang lokasinya berdekatan 

dengan aset tanah tersebut; dan 

7. untuk NJOP tanah bahu dan badan jalan dilakukan 

dengan cara membandingkan 3 (tiga) NJOP tanah di 

ujung awal, tengah dan ujung akhir dan diambil nilai 

rata-ratanya; 

8. hasil penilaian tanah yang telah dilaksanakan 

bekerjasama dengan Tim Independen bersertifikat di 

bidang penilaian aset sebelum berlakunya Peraturan 

Bupati ini tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai 

dasar koreksi pencatatan nilai aset tanah. 

D:llhmwllhlrmznll'roduk llul.um\Pcndcl.lDPPKAll'm&i.111\Pcdom.111 l'cniWm DMD.doc 
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b. prosedur penilaian peralatan dan mesin (termasuk alat 

kantor dan rumah tangga serta kendaraan): 

1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset peralatan 

dan mesin serta dokumen perolehan beserta nilainya, 

serta mengisi formulir pendukung penilaian peralatan 

dan mesin, alat kantor dan rumah tangga serta 

kendaraan; 

2. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen perolehan 

dan/atau formulir pendukung penilaian atas aset 

peralatan dan mesin, alat kantor dan rumah tangga 

serta kendaraan tersebut; 

3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka 

pengurus barang akan menilai aset peralatan dan 

mesin dengan biaya perolehan; 

4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka 

pengurus barang mencari nilai taksiran aset peralatan 

dan mesin berdasarkan tipe, model, tahun pembuatan, 

dan depresiasi; 

5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara: 

a) menggunakan barang sejenis/tipenya sama 

dengan tahun perolehan yang sama; 

b) menaksir biaya pembelian baru untuk barang yang 

sama atau jika tidak ada dengan barang yang 

sejenis/tipenya sama dan dikurangi dengan 

depresiasi 10% (sepuluh persen) per tahun. Biaya 

pembelian baru diambil dari SSH yang diterbitkan 

oleh Bupati pada tahun penilaian, apabila di dalam 

SSH tersebut tidak ada barang yang dimaksud 

maka biaya pembelian baru diambil dengan cara 

menggunakan harga dengan barang yang 

setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar; dan 

c) apabila umur aset peralatan dan mesin sudah 

lebih dari 9 (sembilan) tahun dan masih 

digunakan, maka aset peralatan dan mesin dinilai 

sebesar 10°/o (sepuluh persen) dari nilai taksiran. 

6. khusus untuk penilaian atas aset Kendaraan dapat 

menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

D:IHannm'hmmn\Prodllk llul.umll'aldck\DPPKA\Paulmnll'cdown PcniWan DMD.doc 
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c. prosedur penilaian gedung dan bangunan: 
1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset bangunan 

dan dokumen perolehan beserta nilainya, serta 
mengisi formulir pendukung penilaian gedung dan 
bangunan; 

2. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas 
aset bangunan tersebut; 

3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka 
pengurus barang akan menilai aset bangunan dengan 
biaya perolehan; 

4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka 
pengurus barang mencari nilai taksiran aset bangunan 
berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata 
Ruang;dan 

5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara: 
a)menaksir biaya membangun baru dan dikurangi 

dengan depresiasi sebesar 2 % (dua persen) per 
tahun. Biaya membangun baru dihitung dengan 
cara mengkalikan luas bangunan dengan SSH 
membangun baru per m2; dan 

b)apabila umur bangunan sudah lebih dari 40 
(empat puluh) tahun, maka aset bangunan 
dinilai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai 
taksiran. 

d. prosedur penilaian jalan, irigasi dan jaringan: 
1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset jalan, 

irigasi dan jaringan serta dokumen perolehan beserta 
nilainya, serta mengisi formulir pendukung penilaian 
jalan, irigasi dan jaringan; 

2. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas 
aset jalan, irigasi dan jaringan tersebut; 

3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka 
pengurus barang akan menilai aset jalan, irigasi dan 
jaringan dengan biaya perolehan; 

4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka 
pengurus barang mencari nilai taksiran aset jalan, 
1ngasi dan jaringan berdasarkan umur, tahun 
pembuatan dan depresiasi; dan 

5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara: 
a) membandingkan barang sejenis dengan tahun 

perolehan yang sama; 
b) menaksir biaya pembuatan baru dan dikurangi 

dengan depresiasi 20% (dua puluh persen) per 
tahun; dan 

c) apabila umur aset jalan, irigasi dan jaringan 
sudah lebih dari 4 (empat) tahun, maka aset 
jalan, irigasi dan jaringan dinilai sebesar 20% 
(dua puluh persen) dari nilai taksiran. 

D:\Hamm~\J'rodal Hubim\Pmdcl\Jll'PKA\P'ailwm\J'Qloam, P..,iblm Bl'.ID.do-, 
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e. prosedur penilaian aset tetap lainnya: 
1. SKPD dan Unit Kerja menyiapkan data aset tetap 

lainnya dan dokumen perolehan beserta nilainya, serta 
mengisi formulir pendukung penilaian aset tetap 
lainnya; 

2. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas 
aset tetap lainnya tersebut; 

3. apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka 
pengurus barang akan menilai aset tetap lainnya 
dengan biaya perolehan; 

4. apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka 
pengurus barang mencari nilai taksiran aset tetap 
lainnya berdasarkan tipe, fisik, jenis, umur, tahun 
perolehan dan depresiasi; dan 

5. nilai taksiran tersebut dihitung dengan cara: 
a) membandingkan barang sejenis/ setipe dengan 

tahun perolehan yang sama; 
b) menaksir biaya pembelian baru dan dikurangi 

dengan depresiasi 10% (sepuluh persen) per 
tahun; 

c) biaya pembelian baru diambil dari SSH yang 
diterbitkan oleh Bupati pada tahun penilaian, 
apabila di dalam SSH tersebut tidak ada barang 
yang dimaksud maka biaya pembelian baru 
diambil dengan cara menggunakan harga dengan 
barang yang setipe/ sejenis yang diperoleh dari 
harga pasar; 

d) apabila umur aset tetap lainnya sudah lebih dari 
9 tahun, maka aset tetap lainnya dinilai sebesar 
10% (sepuluh persen) dari nilai taksiran; dan 

e) khusus hewan, temak dan tanaman dinilai tanpa 
dilakukan depresiasi. 

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian. 

(3) Format Formulir Pendukung Penilaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, b, c, d dan e, serta format 
Kertas Kerja Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Penilaian barang milik daerah berupa benda bersejarah dan 
benda-benda bercorak kebudayaan, benda-benda tak 
berwujud pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan 
tenaga ahli di bidang tersebut. 

(5) Hasil pelaksanaan penilaian barang milik daerah setelah 
dilaksanakan validasi dan verifikasi oleh Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang 
merupakan bahan koreksi pencatatan aset tetap pada tahun 
penilaian. 

D:\Hvman\Jlmun\l'mduk lfu1um\Pmdd.lDPJ'KAll'anbun'.P1:do1111R !'a>llmn or,.m.do<: 



11 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 6 

Koordinator pelaksanaan Pedoman Penilaian Barang Milik 

Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Asset Kabupaten Malang. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

Ditetapkan di Malang 

2 1 NOfe.M eeR 2013 

AN , 

. RENDRA KRESNA 

Diundangkan di Malang 
pada tanggal J. 1 JJDfe.Mer:,R... 2013 

SEKRETARIS DAERAH 

ABDUL MALIK 
NIP. 19570830 198209 1 001 

Berita Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2013 Nomor Seri 

D:11LvnunJi.unun1Prodw. ll11l.um.l'a>d<I.IOPPKAJ'crul.u.>n l'edom.m l'c,,1l:iim ll~Ul.do.. 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI MALANG 
NOMOR 3'f TAHUN 2013 
TENTANG 
PEDOMAN PENILAIAN BARANG 
MILIK DAERAH 

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN BARANG MILDC DAERAH 

BERITA ACARA 
PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 

PADA 
(Nama SKPD) 

Nomor: BA.01- ........ /421. ...... /20 .. . 

Pada hari ini, ......................... tanggal . . . . . . . . . . . . . . .. . bulan ................ . 
tahun ................. , telah dilaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah pada 
(nama SKPD) dengan cara membandingkan data pada Sistem Informasi 
Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan keadaan/kondisi yang 
sebenarnya di lapangan, dengan hasil sebagai berikut: 
1. Nilai Barang Milik Daerah (sesuai 

data pada SIMBADA} 
- Tanah Rp. 
- Gedung dan Bangunan Rp. 
- Peralatan dan Mesin Rp. 
- Jalan, Irigasi, Jaringan Rp. 
- Asset Tetap Lainnya Rp. 

2 Nilai hasil perolehan/penilaian di 
lapangan 
- Tanah Rp. 
- Gedung dan Bangunan Rp. 
- Peralatan dan Mesin Rp. 
- Jalan, Irigasi, Jaringan Rp. 
- Asset Tetap Lainnya Rp. 

Selisih 

--------• 
Jumlah Rp. 

Jumlah Rp. 
--------• 
Rp. 

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, dilampirkan: 
1) Kertas Kerja Penilaian Tanah; 
2) Kertas Kerja Penilaian Gedung dan Bangunan; 
3) Kertas Kerja Penilaian Peralatan dan Mesin; 
4) Kertas Kerja Penilaian Jalan, Irigasi, Jaringan; 
5) Kertas Kerja Penilaian Asset Tetap Lainnya. 
Beserta dokumen-dokumen pendukung Penilaian. 

D:\Harman\han'llan\Produk Hubnn\Pandok\DPPKA\Penllalan\lamp I Pcdcman Pcnilaian BMD REV.doc 
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Demikian Berita Acara ini dbuat, sebagai laporan pelaksanaan 
Penilaian Barang Milik Daerah pada (nama SKPD). Apabila ditemukan 
kesalahan di kemudian hari., maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

Mengetahui: Malang, ......................... . 
Kepala ( nama SKPD) Pengurus Barang 

NIP ..................... ... ....... .. .. NIP .................................. . 

ATI MALANG, 

H. RENDRA KRESNA 

0 \H•rman\t..rmon\Produk Hutun\P-\OP?ICA\?•n1i...n\lamp I Pcdom,n ............ 8MO R(V doc 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI MALANG 
NOMOR .3'f TAHUN 2013 
TENTANG 
PEDOMAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 

FORMAT KERTAS KERJA PENILAIAN DAN FORMULJR PENDUKUNG PE!flLAIAN 

1. Format Kertas Kerja Penilaian: 
a) Tanah 

KERTAS KERJA PENILAIAN 
TANAH 

SKPD . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. 
Kode Lokasi : ............................ 

Menurut Data SIMBADA Menurut Kondisi Sebenarnya 
No Nomor Nama Tahun Kondisi Kondisi Register Barang Perolehan Luas Harga Luas Harga Barang Barang B RR RB B RR RB 

Mengetahui: Malang, ................. 
Kepala SKPD Pengurus Barang SKPD 

. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .................................... 
NIP ...................... NIP . ............................. 

Catatan: Diisi dengan rekapitulasi data pada Formulir 
Pendukung Penilaian BMD (Form Tanah) 

D:\ll1nnan\h.irman\Produk llulcum\Pendel<\DPPKA\Penillian\lamp II Pecloman PGnllalan BMD REV.doc 
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b) Bangunan/Gedung 

KERTAS KERJA PENILAIAN 
BANGUNAN/GEDUNG 

SKPD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Kode Lokasi 

No 
Nomor 

Register 
Nama 

Barang 
Tahun 

Perolehan 

Mengetahui 
Kepala SKPD 

Luas 

NIP .......•.............. 

Menurut Data SIMBADA 

Harga 
Barang 

Kondisi 

B RR 

Catatan: Diisi dengan rekapitulasi data pada formulir 
Penilaian BMD (Form Bangunan/Gedung) 

D:\H1rman\h.-um1n\Prodult Hulcum\Penddl\DPPICA\Penila~n\lamp II Pedoman Penll.llan BMD REV.doc 

RB 

Menurut Kondisi Sebenarnya 
Kondisi 

Luas Harga Barang --....--....----1 
B RR RB 

Malang, .................... . 
Pengurus Barang SKPD 

NIP . ............................ . 

Keterangan 
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c) Alat Kantor dan Rumah Tangga 

KERTAS KERJA PENILAIAN 

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 

SKPD . . ···························· 
Kode Lokasi 

No Nomor 
Register 

Nama 
Barang 

Tahun 
Perolehan Luas 

Mengetahui: 
Kepala SKPD 

NIP •..•..............••.• 

Menurut Data SIMBADA 

Harga 
Barang 

Kondisi 

B RR 

Catatan: Diisi dengan rekapitulasi data pada formulir 
Penilaian BMD (Form Kendaraan, Form Mesin, 
Form Alat Kantor dan Rumah Tangga) 

D:\Harman\ham,an\Produt Hulcum\Pendot\OPPKA\Penilwn\lamll II Pedcman Pcnllalan BMO REV.doc: 

Luas 
RB 

Menurut Kondisi Sebenamya 

Kondisi 
HargaBarang -

8
-,--RR---.~RB-~ 

Malang, ...................... . 
Pengurus Barang SKPD 

NIP . ............................ . 

Keterangan 
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d) Jalan, Irigasi dan Jaringan 

KERTAS KERJA PENILAIAN 
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 

SKPD . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Kode Lokasi 

No Nomor 
Register 

Nama 
Barang 

Tahun 
Perolehan Luas 

Mengetahui: 
Kepala SKPD 

NIP ..................... . 

Menurut Data SIMBADA 

Harga 
Barang 

Kondisi 

B RR 

Catatan: Diisi dengan rekapitulasi data pada formulir 
Penilaian BMD (Form Jalan, Form Irigasi, Jaringan) 
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RB 

Menurut Kondisi Sebenamya 

Kondisi 
Luas Harga Barang 1---.-----.-------1 

B RR RB 

Malang, ......................... . 
Pengurus Barang SKPD 

NIP ............................. . 

Keterangan 
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.. 

e) Asset Tetap Lainnya 

KERTAS KERJA PENILAIAN 
ASSET TETAP LAINNY A 

SKPD ............................. 
Kode Lokasi ............................. 

Menurut Data SIMBADA Menurut Kondisi Sebenarnya 

No 
Nomor Nama Tahun Kondisi Kondisi Keterangan Register Barang Perolehan Luas Harga Luas Harga Barang Barang B RR RB B RR RB 

Mengetahui: Malan._g, .......................... 
Kepala SKPD Pengurus Barang SKPD 

. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. .................................... 
NIP ...................... NIP . ............................. 

Cata.tan: Diisi dengan rekapitulasi data pada formulir 
Penilaian BMD (Form Asset Tetap Lainnya) 

D:\Hmnan\llMman\Proctulc Hul<um\Penddc\DPPKA\Ponl!alan\lamp II Pedoman Pcnll;Jian BMD REV.doc 



2. Formulir Pendukung Pen ilaian. 

a. Tanah. 

t••-~--IM 

~ PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
FORM TANAH - . FORMULIR PENILAIAN BARANG M ILIK DAERAH 

~ 

1 IOENTITAS OBYEK BMO 

N.tllla '>l<.f'(I ... ... . . .. .. ........ 
Non101 lllk.o1•,I ···•······· ..................... PPngg11n~a11 B D1p.1~ ii ~.•11d111 

Nomor R.-gi>ter ......... , .......................... Idle 

Nama B,ir,mg .. ···••···• · .... ... , ............ r,,manfa,H,rn 

~ 
l>i,,:-wakan 

Kt. .. 1jd~d1n,1 Pe,nanfttiltan 

St,rn,s BMD D Dikua~di SKPO l'iniam Paka1 

D DikUdSdi p1hak lam 8O1/0TO 

□ Hil.111g/t1dak d1tenrnka11 

2 ALAMATBMO 

Provin,i .... .... ····•··· .. •············ J,1lan oou,,u,,uoot•oH >••••• • •••• o • • 

Kot.i/Kabupatl!n o,Oo o •OOeoooO O OoooOoooooU • •Oo o o oo o o Nomor ·······················--· ............ 
K .... cam,Han ···············--····················· Komplek/Kavling •····································· 
lCt?lur,1h,1n/[l<>• a .... .., .. "' .... Kodf' Po~ - .,, ................ . ... 

3 KON DISI BMO Li Mc1tanll 1.imbak u RJ•.:.i 

□ = Kel;un Sa\•,ah Hutan 

4 BENTUK I Segiemp,lt Tidak beratu, an Segi l!nlPdt tdk beratur,m 
5 PERUNTUKAN § B,rngundn -- B.ingunan Arr Salur an Ir igas, ..... 

Hutan 

□ 
Perranian/KE>bun 11d,1k digun .. ~an -.l,11.ln Jernbal,m Lain-lJill ...... ..... 

6 JENIS JALAN ·r1 Provms1 7 PERMUKAAN JALAN '-- Aspell 

TEROEKAT Kabupaten/Kota TEROEKAT □ Seton 

□ Desa □ Perk,:-ra~an lal,rn 

8 DATA KEPEMILIKAN Dokurn.-n k1?p-:>111ilikar1 § Atla 8 T1tl,1k ,td.i 

s1atus § Hak Pakai 6uik '>P11gke-ta 

( 111Pf1lll lf l BPN) tl<ik Gtrna B,rn&unan Aklil Ju.i i Bi,li l irldk acl,1 

Hak Guna Usaha HctkMilik 

Nomor/Talnm <;tdHI> ............ , ........................ Atas nama ...... , ................................... 
LU,lS ................................ .-.12 ............................................ 

9 DATA PEROLEHAN 

A~ol BMD ... ....... ................ -·-- · ·· 

No11101 <.111.it .. ..... ....... .. . ... 

T-1hu11 PP1ol,>l1d11 I I Dd~dr harga B r,.,olPhJn 

Harga • an.ill p.,, m2 Rp. I I Tak~i,an / NJOP 
Total h,1rg3 Rp l I (KPti>r ang..in NJOP ter!dmpir i 
<.umh1•1 p.,, ol♦>han □ APB[)/ f't>mbelian Dokum,,n P<>1ol .. han □ AdJ 

□ Hibah Tdnoh □ Tidal, adl 

□ Rampa~.m Malang, .... ············ 
□ Puttrs,m P~ngad,ldn r.,.11R11ru~ B11.,ng 

□ Pt?laks.rnaan Peratur an 

□ P<>laksana.in Kontrak 

□ S11mb,rng,rn Mdsydkdl ............. . ....... 

□ L.-iin-1 .. in / ....................... ...... , ...... NIP. 

Cc1tat,1n (Dii~i bil.1 perlu) 

O·\H1tm1n\harmnn\P,oduk f◄utum\Pcndtk\OPPl(.A\PcniLli~n\lamp II Pedoman Peml.a1•n BMO REV.doc 



b. Bangunan/Gedung. 

PEM ERINTAH KABUPATEN M ALANG 
FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 

FORM BANGUNAN 

/ GEDUNG 

1 IDENTITAS OBYEK BMD 

Nama SKPD 

'Jomor Lokas 

Nomcr Register 

·~arr.a (:,;d -ng 

2 ALAMAT BMD 

Provins, 

Kota!KabJpaten 

Kecamatan 

Keli..•ara,,/Oesa 

3 KONDISI BMD 

□ GIi .. asa, SKPD 

D Dil.1.;asa1 01hal. lai1 

D •-hlang/trdak diHmv (all 

Sa .• 

5 JENIS BANGUNAN BERDASARKAN FUNGSI 

BO :~::~ ~'-'~~:I/Ru mah Dinas 

Me,S / Asram: 
Korr:,;-sial 

6 DAT A PEROLEHAN 

Asale-:vo 
'llomor S ,ra; 

Tah1..1 Perol;,;han 

D De1 ~an:ora'l 

D ;>ertoban 

D <ante'/" Pemefl'ltat> 

-larga Bang-.nan per m2, Rp. 

To.al harga, ~p. 

Sumber Pi:rclehan 

Cata::ar /oe:nJoelasan 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
B 
□ 

I 

::t3mp3sa" 

, .. tu,an l=E'lgad1la, 

D,;lal'54raan Perau,ran 

flelal.san;,an Kontrak 

Sumbarga'"I IV asya.;ot 

I 

_a1ri-la1p / ................................ . 

Jalar 

'lorn0r 

l;ompl'.!1(/Kavhng 

Ko:le Pos 

D D1pa~a1 Se1diri 

□ ldl~ 

D D,sewat.a..-

0 K~r asam .. ;>emarfa.;:a, 

D p, ... ,;,m =-al.a, 

□ BOT/RiO 

4 PERBAIKAN GEUUNG/ 

BANGUNAN 

-.itiun ...................... .. 

e,ay~ Rp .......................... .. 

l.ain-la1:1 

Dasar harga 

B 
□ 
B 
□ 
□ 

•t p,,-gerJo3'l ................. ",_, 

Sekolah 

Temo;;t loar.iah 

Gedt.ng Per.;;;mt,a,, 

R1.1,r,a~ Sal.st 

Puskesma~ 

Puskesmas "-=mba'ltu 

:>JI 1.-m~- ea'"lg-nan/ D ~ja 

G~:11.. ~6 D - 1:ia, ;aa 

V;iang, ......................... ~ .... . 

Dergurus Bara,g 

Nit'. 

D·\H.,nun\h>rm.>n\P1od• k Hul.•m\Pond<.>tt\OPPKA\Penll•l.ln\lamp II Pedo""'n PW•••n 8MO REV.doc 



c. Kendaraan. 

1 IDENTITAS OBYEK BMD 

N,mia SKPD 

Nomo1 Loka•,i 

Nomor Reg1stE'1 

N.ima B.lr .ing 

Status BMD 

2 ALAMAT PENGGUNA 

4 KONDISI BMO 

6 DATA DOKUMEN 

□ 
□ 
□ 

Ooh,mPn Kendar,tt,n D 
□ 

Jenis Dokumen 0 
□ 

NOlllOI l:WKB 

Penyimpanan BPKB D 
□ 

SHII{ □ 

7 DATA PEROLEHAN 

A$JIBMO 

Nomo1 Surat 

Tahun Perolehan 

H.uga Hp 

□ 

Sun1be1 Pe1olehan D 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

8 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH FORM KENDARAAN 

01ktu~i SKPD 

D1k11J~li p1h.ik l,1111 

H1ldllg/t1dak dilemukan 

R;iik 

Rus.ik rting,rn 

RuS.lk Bt:>1 ,,i 

Ad.1 

T1dJk .,cl.1 

BPKB 

SKPD 

DPPKA 

Ad,1 

T1dak ac1.i 

flPBD / P(•mbehdll 

Hibah 

f"t.l111p,lSJn 

Pulll)dl1 Peng.ldil,111 

P,.-laksanaan Per atur an 

1'£-laksanaan Konuak 

'>umbangan lv\J~yJk,11 

L.1i11-lain / ................... .............. . 

Peneguna;m □ D1ra~a, 5c•nclin 

□ ltllf-

Pemanfaatan □ Disewakan 

□ Ker1asama Pem mhatan 

□ P1111a111 P,1ka1 

□ BOT/BTO 

3 JENIS KENDARAAN LJ KenrlMaan Rod.i 2 

□ Kt>ncta1 ,l.lll R(l{la :3 

□ KP111t.:i1 ,1an Rorl.:i 4 

□ K1mdaraan Roda> 4 

5 DETAIL DATA OBYEK KENDARAAN 

NOlllOI Polis, 

Nomor Rangka 

NOlllC;H Me-sin 

T,ihun Pembuatan 

Me1k 

lypl.' 

Wa111a 

1s1 '>1lincle1 

BJha1, Bs1kar 

[l,1sa1 ha1 g,1 

D Ol'mrn/Pc,1 larnax 

□ ~ol,11 

D Gas 

D Avg.,s 

D fle1olc·ltJn 

D l aksu.111 

M,1la11g. .. 

Peng11111~ Bar .ing 

NIP. 

0 \H•rm•n\h,1man\P1oduk Hu'.um\Pondek\OPPKA\!'cnllai•n\lamp II Pedomon Pe11llal•n BMO REV doc 
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d. Mesin . 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 

FORM MESIN 

l IDENTITAS OBYEK BMD 

Nani.I SKPD 

Nomor I "kasi 

l~om," Registe1 

Ndllld Bardll& 

2 ALAMAT PENGGUNA 

4 KONDISI BMD 

5 DATA DOKUMEN 

(Jolcurnen Me~in 

Jer11s Dokunwn 

Nomo1 Ookumen 

T anggal Ookurnen 

Atas nama Ookumen 

□ 
□ 
□ 

OikU,Hdl ':,Kf'O 

01kuasa1 pihdk la111 

Hll,ng/11dok dit,,mu~a11 

Al,1ma1 sama lie al,,mat ~KPD 

□ /\lam-,t h1-1 bPda dg SKPD 

B.iik 

□ Ru ,lk H111g,rn 

□ Rus.:1k 8<'1,H 

□ .\d.i 

□ Tidakada 

7 DETAIL DATA OBYEK MESIN 

Jenis M"'sin 

Mdn11fak1111 

r~11mo1 R.ing~a 

Nomor r, tesin 

T Jhun Pembua1 .. 11 

M .. 1k 

T•;pe Mowr 

Wa1na 

lsi Silinder 

Karia~iu~ 

Kon\t111ksi 

B,1h,111 B,lkill 

Konsumsi BB 

Ndrna Lc,~dl 

l~ornnr Model 

Nomor S.-11 

Namil Motor 

llkuran 

J,;nis Tenaga 

SifJl Me~in 

□ 
□ 
□ 
□ 

B 

B,;11\111/l'l•1 um.;~ 

~•JIJ1 

AVF,,1', 

................ f'e1 ............ . 

BPI cl iii Sl•11di11 

3 DATA PENYEWAAN 

Tanggal mulai 

5,llllPJI 

6 DATA PEROLEHAN 

A .,J SM[) 

Nomor '-111,H 

Tahun P<>rolehiln 

HJrg.i R11. 

C>-1sa1 h~r ~a 

B 
□ 
□ 
□ 
□ 

Oipak.'!i s.-nd,ri 

Idle 

Ki;.rja<,;1ma Pemanf;.,na11 

Pinj;im Pakai 

BOT/BTO 

EBEBIIIII 

B f',,,,,lehan 

T.1ksiran 

□ I\PBO / f''?mh.::lian 

□ H1bi1h 

§ Rarnpasan 

Pulllsiln Pengaclilan 

Pds1~><inilan Pe1i1tu1 m 

f'el;iks.arHon Kontr al-

□ ':-umbangan 1'.li!Wok,H 

□ la111-l.;11, / 

8 PRODUK YANG DIHASILKAN MESIN 

D Proclul. ,rnt.>1,1 herupa.. .. •. . ................. . 

□ Prociuk ,1khii bc-rupa . ... .. ................ ... . 

Kapilsitas (')I oduksi 

Kap,1•,it,1\ maksi111.1I 

Jumlc1h ope1atu1 

ca,a Berop!i'1 .i~1 

Ma~il Milnfa:n 

................... Per ............. . 

.................. Per ........... .. 

□ 
□ 
□ 

........ ~•e, U111t 

Hali 

Bulan 

Tahun 

................. T.lhun 

M.ilJng ...... . 

P.-ngurus Barane> 

NIP 

D.\H1rm1n\harm.an\P1oduk Hul:um\Pondek\OPPKA\Pon1L11>n\lamp II Pedoman P•ml•J•n BMO REV.do< 
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e. Alat Kantor dan Rumah Tangga. 

re 
~ ~ 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
FORMU LIR PEN ILAIAN BARANG MIUK DAERAH 

FORM ALAT 

KANTOR DAN 

RUMAH TANGGA ---
1 JUMLAH BMD YANG DIDATA 

D saw saja 

D Lel>ih dd1i satu, deng.rn Ciltiltan tahun pe11gad,H11, j.-nh b;u,inl:, d ll ha1us si1111a; jumlah a~~PI I I 
2 IDENTITAS OBYEK BMD 

Nama Sl<PD 

Nomor lokasi 

Nomor Reg,:.lt-r 

Nama Barang 

Status BMD 

3 ALAMAT PENGGUNA 

S KONDISI BMD 

□ 
□ 
□ 
= 

Dikuas«i '>KPO 

DikUilSdi pihak lain 

H1l<1ng/1idak diterm ,kan 

AIM11dl s,, ma dg alamd! Sl<PD 

Aldnldl berb,,cfa rlg SKPD 

p._,nggunaan 

P£-manfaatan 

4 DATA PENYEWAAN 

Tangr,al mulai 

Sa,npai 

□ Llipakai S»ndiri 

□ hit.-

□ Dist-·.,akan 

□ KNjasam,, Pemanfaat-m 

□ Pi11Jdlll P.ikai 

□ BOT/BTO 

EBEB I I I I 
I I I I 

□ 
□ 

Ru,ak Ringan 

Ru~Jk B~, d\ 

PPnenmaan Se,:a Pe, Tahun Rp 

7 DATA DOKUMEN 

Ookumen pe-rolehan 

Jenis Dokumen 

Nomor Dokumen 

range.ii Dnlum.-11 

-3.td~ llJIOd Dokum.-n 

8 DETAIL DATA OBYEK 

Ndma BMD 

Ma11ufaktu1 

Tahun Pembu,nan 

Warna 

Bahan 

T-(p;_, 

Nomor Model 

Nomor<,eri 

KJpasn.is 

t.Jtatan: 

B Ada 

Tirl 1k ~d,i 

•• n• • • u•••••• •• 

..... ···--·•·· • · 

6 DATA PEROLEHAN 

nsal B"-1D 

Nomnr Surat 

T,i tiun re,olehan 

H,1rga '.,atuan Rp. 

Tot al Harga Rr. 
[ld~a, harga 

Sumber Perolehan 

O•\ H>!m an\horman\ Produk Hul.um\P•ndel<\OPPM\Penllai.ln\ lamp II Pedcm.,n Pcnll•l•n OMO REV.doc 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Pt>rOll'han 

T,1k~i1an 

APBD / rembelian 

Hit,.;!, 

Ramr,asan 

P11tu\,rn PPngadilan 

PelJk\d11,i.rn Per a1 111 an 

PPldk~,rna,m Kontr<1k 

~umbangan l\ lasyakat 

L.11n lain/ ... 

M.ilan1,. ................................... . 

P.-ne;urus 8.;rane; 

NII'. 

I 
I 
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f. Jalan. 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 

FORM JALAN 

1 IDENTITAS OBYEK BMD 

Nam.i SKPD 

Nom .. , lvk.1$i 

Nomm RE-gis1e, 

N.ima J,iikm 

2 DATA LOKASI 

Oa1>1ah Jalan 

K ... landaian Jalan 

t U,<S J ,lan/T nllilh 

3 KONDISI 

Jen is 

F11nesi 

Kelas 

p.,rn,uk.1.in 

B«hu 

..... ··········-- .......... . 

B 
.................. 

0 Jalan Nasio11<1I 

D J,,1,m Provin~i 

0 A11t•11 

□□ ,<efJSI 
1--'ln II 

□ '1 1 01 

□ 6-8.2Slll 

□ AHHI 

M2 

D Beton be1111l,rng 

□ Asp;,f 

D lanah 

s.ilu,an 1.,.p, J;ilan D Dimg.111 pasanp,,111 hatu 

Pengaman jalan pada 1ikungan/j111 ,111g ((luar<I rui/) 

K<Jndi-.i Jal.:i11 

6 DATA PEROLEHAN 

A 1I BMO 

Nomor Sur.al 

Tahun P"rolehan 

H ,H ►',l ,,.,, ,,,2 Rp 

Tot.◄I har g ~. Rp. 

Dasar harga 

□ S,rng,ll h<1ik 

□ Baik 

Peroleh,rn 

Taksiran 

APBD / Pt'IIIUt'lr,111 

Hib.ih 

Rarnp.1• 111 

PutuHn P(•ng.1tlil m 

Pr,l;iha11..1Jn P"r ,1ura11 

P~la~,an 1 ,n Knnt, .. ~ 

'>umh.;ng,111 M.t$',',1Llt 

□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
B 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 
□ Lain•la111 / ............ _ ..................... . 

Catdtdl\ (Oii, brla pr,,lu) 

D \M1tman\hvm.,n\Produk Hulcum\Pi!ndek\OPPKA\Pvnll.11,.n\l;,mp II Pedornan PC1111..Ji.1n BMO REV.doc 

□ [J1k11J 1..,i S~PD 

□ Ulkuas;;1 pihak f;iin 

□ H,lang/trdak ditemuk;in 

Kou 

Pe1huki1.1n □ p.,gunungan 

f'anjang Jafan . ... . .... .. {km) 

Jalan KabUPi! l e11 

J.1lan Kot,, 

Kof~~IOI 

Kelas IIIA 

□ Jalan Des.i 

§ J,1Lm Khusus 

Lol.,; I 

K1-li1S C (lo~alJ 

Kela\ IIIEI 

S,25- 11 m 

<Gm 

Povmr, 8/1,rk □ 1-llldh 

Kerikrl 

Tanah □ Ke1ikil 

Pov111q8/or~ □ B.-10 11 Rabat 

Ticl,lk ada 

Ada □ Tidak .1cta 

Sed,mg □ Rusdk B':'lcll 

Rusak 

Dok111111;11 PungirlJ.Jn D Ad, 

Jalan □ TicLi~ ad.o 

Data dokumen: 

Momor/1gl. SPK ............................. / ................ . 

Nomor/tgl SPM/Ku11ans1 .. ...................... .... ./. ..... .......... . 

Be-rita Aca, a remPrilc\aan ........................... ../. ............ . 

Be, 11.l Alar a SNJlt Te, illl,l ............................ ./ ................ . 

Mal,llltl, 

NIP. 
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g. Trigasi, Jaringan. 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 

FORM IRIGAS I, 

JARINGAN 

1 IDENTITAS OBYEK BMD 

Ndm.<~KPD 

Nomor Lokasi 

Nomor Regist <'r 

N~ma ::.af• .. an 1Nil"t/J'1ri'"'r,.an 

2 DATA LOKASI 

Desa/Kelurc1han 

K~CJnl,ll.in 

luas Saluran ....................... M2 

3 DATA SALURAN PENGAIRAN (IRIGASI) 

Kat<'gori S...lur.-.n D S1lur"' lrig.,si 

Kd,1!. SJluran D Salur.rn Prhnr,r 

0 Saluran Sekunder 

Type Salurc1n D S,1lur,1n Terbuka 

Mac.am S...lur an D Gorone-i:orong 

D Sipon 

Dimensi Sc1luran 

Materi Salu,..,n 

Ko11dl$I S.1lur,m 

DATA JARINGAN 

Panjang ............. (ml 

0 P.1-...11gan 6.>tu K.:ili 

0 S,mgat B.iiJ.. 

□ B.uk 

Jarlnc:on Air Mlnum D Jarlngiln Pembawa 

D J.,, ing;m lnduk Dbu ibusi 

J;irine;an Ga.s O Jaringan gas. pipa tr.-1nsmisi 

D forir,g.,n p,pa di:.uibu$i 

,-:o,nuuk,., 1aringr1n 

air m,num/gas 

J:orinc.,n Li•t rik 

Jarittf1an Tran1.m,~1 

J11rinc3n Telepon 

Ko,utruksi jaringan 

/1:,trik/ re/cpon 

Bah.ln Uang 

4 DATA PEROLEHAN 

A!.<11 BMD 

NomorSurat 

Tahun Peroleh<in 

Harga per ni2. Rp. 

Tot,1l h.-rg<1, Rp. 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

[)(1...lr I .arga 0 
□ 

Sumber Perolel>.m D 
D 
□ 
□ 
□ 
□ D 

PanjJl'g pip., 

Materi.,J pip., 

I e1:1.ong.ln di -'I"~ 300 KVA 

Tegansan 100 ,.cl. 300 KVA 

Tegang-,n di bawah 100 KVA 

L.,;,,.J.-ln 

Jdrlng•n d1 J:3s tanah 

lumk,h ti.1ng 

Tir,egi Ti.:,ng 

8don PLN 

Kayu 

ltPIT ........ . ~. 

SON .. . ........ 

I 
Pt,rOl.-11 .u, 

Tal-:;iran 

APBD / PPmbelian 

Htl,,,h 

R~tnp .. , ~1n 

Putu~an Pt:ngadildn 

Pel.,k.~an.:i .. n Peraturan 

Pel...♦k.~.••M.)n Kontr..:.k 

Sunibangan M«syakat 

I 

Status BMD 

P .. nJ,rng Saluran 

D Salur .in Pf'n,b, rang 

D Salur '" T .. rsrer 

D S.1lur~r Kuarter 

D s.,lur.,n Tertutup 

□ T,,lrng 

0 Flum 

□ 
□ 
□ 

Dikua><1i SKP[) 

Olk11,1-.,1 pih,,~ hln 

Hil ,nr/Hda~ ditPmu~ .. ,n 

............................. (km) 

Lebar.. . ...... . (m} 

□ Bi>ton 

TTnggi ................ (m) 

0 (ukup 

D Rusak 

D Baj.:,/0,•si 

□ Ru~·•" 04?,at 

D J<1rtnv.an (,,bang Olstribusi 

D Jdr lngan !>,1mbung ke Rumah 

D J.aringJ r1 pipa Oinas 

□ J • ., '"ll·'" BBM 

□ 
: 

□ 
□ 
□ D 

Jc,1111qc,n Dis1,ibusi 

Bee:.i PLN 

Uklran 

MPrc,,ry ......... .... . 

Ml 

meter 

meter 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

tit ik 

meter 

□ 
□ 
□ 
□ 

Tegdngan di .,t.,, ZO KVA 

Tegang,m l ~.d. 20 KVA 

Tl:gJn(t.m di baw.-,h l KVA 

lain•l«ln 

!?l!~t /'JV (Pen1:r1i goin J•l~n 'JmuM) 

Lalr-ra,n 

7:1>• .}(l~ 

Ut~•Lltn ......... · - .. -......... . 

Dokumen Pengadaan D Add 

hir.,101 D Tid,,k ,,d,, 

D:it., dokumc,n: 

Nomor/1gl. SPK 

Nomor/t;tl SPM/Kuitansi 

B"rtt.:i Acar., PemeriJ..s.ian 

81'.!nt., Ac.1ra Serah Terima 

............................. / ................ . 

....... -................... / .............. . 

............. ............... / ................ . 

..................... .. ./ ................ _ 

Malarg ...... . 

Pengurus Bar ang 

□ Lain-lain/ ... ........... ..................... .. NIP. 

Catalan (Dllsi bil,. p;!rlu) 

0 \11,rman\t,.aunan\Prcduk Hutum\Pendek\OPPKA\Peiublan~mp II Pedoman Penil~i.an BMO RCV doc 
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h . Asset Tetap Lainnya. 

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
FORMULIR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 

FORM ASSET TETAP 

LAINNYA 

l JUMLAH BMD YANG DIDATA 

□ dlU JJd 

D Lecbih dari satu, dt'ng,rn catatan tahun Jll'ng.,rl.1 m, 1;-nis bar ,mg dll lnru ~.irn:,; jumlah ass.-1 

2 IDENTITAS OBYEK BMD 

N.im.~ Sl<PD 

Nom,,, Lo~ . .i,i 

Nomor f<.-gi; tPr 

r~ama Ba,ang 

Status BMD □ OikU<l\ai SKPD 

□ Dikud\Jj rihlk l.iin 

□ Hil 111(</t 1d,1L ch1.-111ul-an 

3 DATA ASSET TETAP LAINNYA 

Buku P"t pustakaan 

Bar ang bercor ak 

K<>seni.in 

Hewan d,rn T<>rnak 

4 DATA PEROLEHAN 

A~al BMD 

Nom1)1 <.ur at 

T ahun p.,, ull'hdn 

Harga S.itu.in, Rp. 

Tr,t,11 h.11ga. rtp. 

Da~ar h,1rg<1 E3 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Judul 

~p .. ,rlikasi 

As.ii Daer.ih 

PPncipt l 

Bahan 

Ukur,rn 

Perolt?han 

Taks11 an 

APBD / r,-1111, .. 1, ,11 

HilJdh 

Ramp,1san 

Puwsa11 r .. ngsidil,111 

f',:;1,"s:in.i;;rr f'1-1 <1t111 ,rn 

P;;l.ik~.1na,;n Kontrak 

Su111b,mi,;.111 M,1 ,y.1~at 

La1n-l,1in / 

f'l'llldlllit.l!JII 

D Dipdkar ~ .. ndui 

□ Idle 

D Dise-:·,a",m 

D Kerja~dma Pl'1nan1aa1an 

D Piniarn Pdkai 

□ BOT/BTP 

Dor.un1en reng<1c!aan D Ada 

A,f't 1,,1ap I ainnva D T1d,1k ad .. 

Data dokumen: 

Nt11no1/ l t!I SPK ................ , .......... ./. .......... .. 

Nc,mor/tgl ~PM/Ku1tan s1 •.. • ................... / ........... .... . 

8N ita Acara P1:-m'.'1 iksaan .............. ..•............ / ............... . 

B"tllil ACJ I a S"'1ah Tt-t i01,t .......................... ./ ............... . 

Malang, ............................ . 

re11gu111s B,11ang 

NIP. 

H. RENDRA KRESNA 

O:\H• rmonV,.,m,n\Produk Hulwm\Pe~\OPPICA\P<n>lo,.n\14mp II PedOman Pen, .. lln BMO REV.doc 


